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PUTUSAN

Nomor  61/Pdt.G/2017/PA.Pyb

مم سس مه مب سحْمن الل رر مم ال سي مح رر مال
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Panyabungan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan perkara Cerai Gugat antara:

Anonim, lahir di Aek Marian tanggal 16 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  pendidikan  S1  tempat  kediaman  di  Desa  Aek

Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing

Natal, sebagai Penggugat;

melawan

Anonim,  lahir  di  Bengkulu tanggal  14 Maret  1985,  agama Islam,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  pendidikan  DIII  tempat  kediaman  di  Gang

Beringin  No.  21  Rt.  001  Rw.  001  Kelurahan  Kandang  Limun

Kecamatan  Muara  Bangkahulu  Kota  Bengkulu,   sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat  dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  surat  gugatannya  tanggal  21

Februari  2017  telah  mengajukan  gugatan  cerai  yang  telah   didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Panyabungan  dengan  nomor:

61/Pdt.G/2017/PA.Pyb  tanggal  22  Februari  2017  dengan  dalil-dalil   sebagai

berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  06  Oktober  2013  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  Kota  Bengkulu
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sesuai  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :  188/09/X/2013, tertanggal  03

Oktober 2013; 

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

rumah orangtua Tergugat di Kota Bengkulu, sampai pisah;

 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun

serta  telah  berhubungan  layaknya  suami  istri  (ba’da  ad-dukhul),  dan

sudah dikaruniai seorang anak bernama Anonim (laki-laki), tanggal lahir

21 Februari 2015 dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa  keharmonisan  dan  kerukunan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat,  tidak  dapat  dipertahankan  lagi  dikarenakan  sejak  3  bulan

pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus

menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat,  dan  penyebab  pertengkaran

tersebut adalah;

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah (uang belanja) kepada

Penggugat
b. Adanya pihak ketiga (orangtua Tergugat)

5. Bahwa  puncak  pertengkaran  dan  perselisihan  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada  tanggal  08  Maret  2016,  penyebabnya  karena

Penggugat  meminta  uang  belanja  kepada  Tergugat  untuk  biaya  anak

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat marah-marah dan orangtua

Tergugat  ikut-ikutan  memarahi  Penggugat  kemudian  orangtua  Tergugat

mengusir Penggugat dan Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman

bersama;

6. Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan tidak

pernah tinggal satu rumah sampai sekarang;

7. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  belum  pernah

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan

ikatan  perkawinan  dengan  Tergugat,  maka  antara  Penggugat  dengan

Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;
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Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhakan  talak  satu  bain  sughra  dari  Tergugat  (Anonim)  atas  diri

Penggugat ( Anonim) ;

3. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut

peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis  Hakim berpendapat  lain,  maka mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa hukumnya  meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti  berupa

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Muara  Bangkahulu,  Kota  Bengkulu  Nomor:   188/09/X/2013  Tanggal  03

Oktober 2013 bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos

kemudian  asli  dan  fotokopinya  telah  diperlihatkan  di  persidangan  dan
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dicocokkan  ternyata  sesuai  dengan  aslinya  lalu  Ketua  Majelis

menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

B. Saksi

1. Anonim, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan

jualan,  bertempat  tinggal  di  Desa  Sibangor  Julu,  Kecamatan  Puncak

Sorik  Merapi,  Kabupaten  Mandailing  Natal;  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tahun  2013  di

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

- Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah  orangtua  Tergugat  di  Kecamatan  Muara  Bangkahulu,  Kota

Bengkulu, hingga pisah;

- Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  orang anak

yang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun  dan  harmonis,  tapi  sejak  3  bulan  pernikahan  mulai  terjadi

pertengkaran  dan  perselisihan  yang  disebabkan  Tergugat  malas

bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan orangtua

Tergugat tidak suka kepada Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat

karena saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;

- Bahwa  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  hanya

pertengkaran mulut saja;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa,  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat

lagi;
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2. Anonim, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan  mahasaiswa,  bertempat  tinggal  di  Desa  Aek  Marian,

Kecamatan Lembah Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  tahun  2013  di

Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

- Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah  orangtua  Tergugat  di  Kecamatan  Muara  Bangkahulu,  Kota

Bengkulu, hingga pisah;

- Bahwa,  Penggugat  dan Tergugat  telah dikaruniai  1  orang anak

yang berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

rukun  dan  harmonis,  tapi  sejak  3  bulan  pernikahan  mulai  terjadi

pertengkaran dan perselisihan namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat

dari pengaduan Penggugat kepada saksi;

- Bahwa  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  hanya

pertengkaran mulut saja;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun

yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa,  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil; 

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat

lagi;

Bahwa,  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

menyatakan  tetap  dengan  gugatannya  dan  mohon  putusan,  sedangkan

Tergugat  tidak  dapat  didengar  kesimpulannya  karena  tidak  hadir  di

persidangan;
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Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal

yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  ini  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil  secara resmi

dan patut  tidak  datang menghadap di  muka sidang dan pula  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat

dengan Tergugat Sehingga bukti  tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  tentang  alasan

perceraiannya Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  Penggugat  mengenai  dalil

alasan  perceraian  Penggugat  dan  Tergugat   adalah  fakta  yang  dilihat
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sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus

dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah

memenuhi  syarat  materiil  sebagaimana  telah  diatur  dalam Pasal  308  R.Bg.

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai  dalil

alasan perceraian Penggugat  dan Tergugat   adalah fakta  yang didapat  dari

pengaduan Penggugat kepada saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat  mengetahui pertengkaran

antara Penggugat  dan Tergugat  dari pengaduan Penggugat  dan cerita orang

lain,  bukan berdasarkan melihat  atau  mendengar  langsung (testimonium de

auditu),  namun  saksi  pertama  Penggugat   menyatakan  mengetahui

pertengkaran  antara  Penggugat   dan  Tergugat   berdasarkan  melihat  dan

mendengar sendiri, maka saksi kedua (testimonium de auditu) tersebut dapat

dijadikan sabagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal unus testis nullus

testis  yang diberikan seorang saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung

No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan dua

orang saksi Penggugat  telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian

sehingga dapat dipertimbangkan; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P,  saksi  1  dan saksi  2 terbukti

fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

tanggal 06 Oktober 2013 di Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;

2. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  1  orang  anak  yang

berada dalam asuhan Penggugat;
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3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun

dan harmonis, namun sejak 3 bulan pernikahan mulai terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

4. Bahwa,  Tergugat  malas  bekerja  dan  tidak  memberi  nafkah  kepada

Penggugat dan orangtua Tergugat tidak suka kepada Penggugat;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun  yang

pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat

6. Bahwa,  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil

7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat

dan Tergugat

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

3. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  yang

hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun lamanya;

4. Bahwa,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  diupayakan  untuk  didamaikan

namun tidak berhasil;

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  pernikahan

Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri

sebagaimana yang terdapat dalam Alqur’an Surat Al-Rum ayat 21:

سن مم مه وو مت ويَا سن آ وق وأ ول سم وخ كك سن ول سم مم كك مسسس كف سن ججسسَا وأ ووا سز كنُوا وأ كك سسسس وت وهسسَا مل سي ول مإ
ول وع وج سم وو كك ون سي جة وب رد وُو جة وم وْم سح ور رن وو وك مفِي مإ مل تت وذ ويَا تم ل سُو وق ون مل كرو رك وف وت وي

Artinya: dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri  dari  jenismu sendiri,  supaya kamu cenderung
dan  merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu
rasa  kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
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Menimbang,  bahwa  dengan  diajukannya  gugatan  cerai  Penggugat

terhadap  Tergugat,  dan   Penggugat  memohon  kepada  majelis  hakim  agar

menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya

rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu

majelis  sependapat  dengan  pandangan  ahli  hukum  yang  tercantum  dalam

Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang

berbunyi:

كم ود وع رد وت سش وذا مة ووإ وب سغ مة ور وج سو رز وى ال وق وعل رل وط وف وهسسَا مج سو مه وز سيسس ول يِي وع مضسس وق سل ا
جة وق ول وط

Artinya: "Di  saat  isteri  telah  memuncak  rasa  tidak  suka  seorang  isteri
terhadap  suami,  maka  Hakim  berwenang  menjatuhkan  talak
(suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

(broken  marriage)  dan  tidak  ada  harapan  akan  rukun  kembali,

mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena

akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh

sebagaimana tersebut  dalam  Kitab  Al-Bayan halaman 38 yang  oleh  majelis

diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

كء سر مد ود مس وفَا وْم سل مم ا رد وق وى كم مب وعل سل مح وج مل وصَا وْم سل ا
Artinya  : “Menolak  mafsadat  (kerusakan)  lebih  utama dari  pada  mengambil

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas,  majelis  berkesimpulan  bahwa  alasan  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi  unsur-unsur  yang  tersebut  pada  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di  atas dan Tergugat  belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat,

maka  petitum  gugatan  Penggugat  mengenai  menjatuhkan  talak  satu  ba’in

sughra  Tergugat    terhadap Penggugat  tersebut  telah  memenuhi  Pasal  119

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  84  Undang-undang  Nomor  7

Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama,  Panitera  Pengadilan  Agama

Panyabungan  diperintahkan  untuk  mengirimkan  salinan  putusan  yang  telah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat

dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a  quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan  Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara harus dibebankan kepada  Penggugat;

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  Perundang-undangan  dan

hukum Islam  yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anonim) terhadap Penggugat

( Anonim).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota

Bengkulu  dan  kepada   Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat

dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu  rupiah).

Demikian  diputuskan   dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan

tanggal  11 Syakban 1438 H, oleh kami Sri  Armaini,S.HI.,MH sebagai  Ketua

Majelis serta Risman Hasan, S.HI.,MH dan Khoiril  Anwar, S.Ag.,MHI sebagai

Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
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pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim

Anggota  dan  dibantu  oleh  Fatimah,  SH  sebagai  Panitera  Pengganti  serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini,S.HI.,MH

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI.,MH

Hakim Anggota,

Khoiril Anwar, S.Ag.,MHI

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,-

2

.
Proses Rp 50.000,-

3

.
Panggilan Rp 400.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp     6.000,-

Jumlah  Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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